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ABSTRACT

This study examines the legal status of land tenure and use, as well as the legal
authority and administrative responsibilities arising from the overlapping
registration of government land assets in the Bungkutoko Port Area, Kendari.
Employing an empirical legal approach and a descriptive qualitative method, the
research utilizes primary data obtained through interviews and field observations,
complemented by secondary legal materials from legislation, scholarly works, and
relevant literature. The findings indicate that the overlap in asset registration stems
from the coexistence of two legitimate bases of acquisition: land procured by the
Government of Kendari City and recorded as Regional Government Property, and
reclaimed land developed by the Ministry of Transportation and recorded as State
Property. Although the operational management of the port area falls under the
authority of the Ministry of Transportation through the Class Il Harbormaster and
Port Authority Office of Kendari, discrepancies between the initial asset records
and the actual conditions identified during the inventory process resulted in dual
registration. Resolution of the issue requires inter-agency coordination through
Jjoint inventory, data harmonization, correction of asset records, and the separation
of registrations according to the legal basis of acquisition. The study highlights the
necessity of synchronized data and institutional cooperation to ensure legal
certainty and sound administration of government land assets.

Keywords: land tenure, land use, overlapping asset registration, state property,
regional government property, Bungkutoko Port.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu aset dengan status kedudukan yang
sangat penting dalam aspek sosial, ekonomi, politik, maupun administratif
suatu negara. Tanah tidak hanya menjadi ruang atau tempat bagi aktivitas
masyarakat, tetapi juga merupakan aset strategis yang menentukan arah
pembangunan dan kesejahteraan publik. Di negara berkembang seperti
Indonesia, kebutuhan akan tanah untuk membangun infrastruktur, fasilitas
umum, kegiatan ekonomi, serta pelayanan publik terus meningkat seiring
berjalannya waktu (Karini, 2021). Tuntutan akan tanah yang kian
meningkat ini tidak seimbang atau sebanding dengan ketersediaan lahan
yang sifatnya tetap, hal ini menimbulkan urgensi pengaturan tanah yang
lebih terarah dan adil (Nopiansah, 2022). Pandangan tersebut menunjukkan
bahwa tanpa adanya regulasi yang kuat dan tertib tata kelola, tanah sebagai
aset negara memiliki potensi dalam menciptakan problematika baru seperti
sengketa, tumpang tindih, pengu asaan, atau ketidakefisienan pemanfaatan
aset.

Sebagai bagian dari aset negara maupun daerah, tanah memiliki
kedudukan yang sangat penting dalam sistem administrasi pemerintahan
karena termasuk dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan
Barang Milik Daerah (BMD). Ketentuan mengenai pengelolaan aset
tersebut saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian
diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam regulasi tersebut,
khususnya Pasal 3 ayat (2), pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan
aset meliputi serangkaian proses mulai dari perencanaan kebutuhan,
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga pengamanan,
penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan

pengawasan.



Ruang lingkup pengelolaan yang luas tersebut menunjukkan bahwa
aset pemerintah terutama tanah memerlukan penataan yang sistematis dan
akuntabel agar mampu menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan untuk
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Manajemen yang baik dalam
penataan tanah akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam
pemerintahan (Jitmau et al., dalam Said et al., 2024). Selain itu,
ketersediaan data aset tanah yang tertib dan akurat menjadi sangat penting,
terutama untuk mendukung penyusunan laporan keuangan, pengambilan
keputusan pembangunan, serta pengendalian pemanfaatan lahan yang
efektif di tingkat pusat maupun daerah (Ramadhani et al., 2022).

Urgensi tersebut sejalan dengan kondisi aktual dalam pendaftaran
tanah di Indonesia. Menurut pemaparan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, hingga tahun 2024 telah
tercatat sekitar 120,9 juta bidang tanah yang berhasil didaftarkan dalam
sistem pertanahan nasional. Dari jumlah tersebut, sekitar 95,3 juta bidang
sudah memperoleh sertipikat tanah, sementara masih terdapat kurang lebih
5,1 juta bidang tanah yang belum masuk dalam daftar pendaftaran serta
sekitar 30,7 juta bidang lainnya belum melalui proses sertipikasi tanah,
sementara sebagian besar wilayah belum mencapai kategori kabupaten/kota
lengkap (Brilian, 2025). Data ini menunjukkan bahwa kepastian hukum
tanah, termasuk tanah milik pemerintah, masih menghadapi tantangan
besar. Kondisi tersebut juga tercermin pada pengelolaan aset tanah di
daerah, termasuk di Kota Kendari.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada tahun
2025 terdapat 786 bidang tanah pemerintah Kota Kendari yang belum
didukung dengan bukti atau dokumen kepemilikan yang sah, juga terdapat
ketidaksesuaian antara data pencatatan aset dengan kondisi lapangan, serta
proses inventarisasi aset belum berjalan secara optimal. Situasi ini membuat
permasalahan tersebut terus muncul sebagai temuan BPK pada tiap periode
pelaporan (Rachman et al., 2025).

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Lubis et al., (2023) yang

menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan aset tanah



pemerintah daerah ada pada aspek administratif dan legalitas. Dalam
penelitiannya menunjukkan bahwa masih banyak aset tanah yang belum
memiliki sertipikat, adanya pencatatan dan pengukuran aset yang tidak
dilakukan secara konsisten, serta terdapat aset lama yang tidak tercatat
dengan baik dalam sistem penatausahaan. Legal audit bahkan menemukan
sejumlah aset tanah yang belum memiliki bukti perolehan yang jelas,
sehingga menyulitkan proses inventarisasi dan meningkatkan potensi
terjadinya sengketa atau klaim oleh pihak lain.

Selain persoalan legalitas dan pendataan aset, kelemahan koordinasi
antarinstansi juga menjadi faktor yang menyebabkan kondisi pengelolaan
tanah pemerintah semakin tidak optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian
Gumilang et al., (2024) yang menunjukkan bahwa kurangnya keterbukaan
informasi dan masih rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset
menyebabkan pengawasan terhadap tanah milik negara maupun daerah
tidak berjalan secara optimal.

Ketidakselarasan proses penatausahaan antarinstansi sebagai akibat
dari lemahnya koordinasi yang telah dijelaskan sebelumnya turut
memperburuk kualitas pengelolaan aset tanah pemerintah. Kondisi ini kerap
membuat aset tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan membuka
peluang penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Ketiadaan
koordinasi yang terstruktur antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
instansi pengelola aset juga menciptakan celah yang berpotensi
menimbulkan sengketa dan kerugian negara. Situasi tersebut menunjukkan
bahwa persoalan tata kelola aset tidak hanya berkaitan dengan administrasi
yang lemah, tetapi juga dengan mekanisme kewenangan yang belum
selaras.

Permasalahan mengenai ketertiban data aset dan kejelasan
kewenangan tidak hanya merupakan isu, tetapi juga muncul secara nyata
pada pengelolaan aset tanah di daerah. Salah satu contoh yang
mencerminkan kompleksitas tersebut adalah kawasan Pelabuhan
Bungkutoko di Kota Kendari, yang merupakan pelabuhan strategis dalam

aktivitas transportasi laut dan logistik, serta berada di bawah kewenangan



Kementerian Perhubungan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran Pasal 85 menegaskan bahwa unit penyelenggara
pelabuhan memiliki kewenangan dalam mengelola tanah daratan
pelabuhan, yang berarti bahwa setiap lahan yang digunakan untuk
pembangunan maupun operasional pelabuhan harus memiliki dasar
penguasaan yang sah. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kepelabuhanan pada Pasal 149 yang
mengatur bahwa pembangunan dan pengoperasian pelabuhan wajib
didukung bukti kepemilikan atau dasar penguasaan tanah yang jelas,
termasuk terhadap lahan reklamasi, tanah timbul, dan daerah lingkungan
kerja pelabuhan.

Di sisi lain, regulasi terbaru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menegaskan bahwa setiap aset
tanah yang digunakan oleh instansi pemerintah wajib melalui proses
penatausahaan yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan,
pemanfaatan, dan pengamanan. Ketentuan ini menjadi penting karena
dalam praktiknya, tanah pelabuhan dapat ditetapkan sebagai Hak
Pengelolaan (HPL) yang diberikan kepada instansi pusat termasuk
Kementerian Perhubungan untuk memungkinkan kerja sama pemanfaatan
lahan dan penyelenggaraan fungsi pelabuhan.

Dalam konteks Pelabuhan Bungkutoko, perbedaan kewenangan ini
justru menimbulkan persoalan serius terkait tumpang tindih pencatatan aset.
Sebagian bidang tanah di kawasan pelabuhan tercatat sebagai Barang Milik
Daerah (BMD) di aplikasi e-BMD oleh Pemerintah Kota Kendari,
sementara pada saat yang sama lahan tersebut juga digunakan dan dicatat
pada aplikasi SIMAN sebagai Barang Milik Negara (BMN) oleh
Kementerian Perhubungan (Hasil wawancara dengan Analis Teknis
Kebijakan KSOP Kelas II Kendari, 20 April 2026; Analis Aset Daerah, 18
Mei 2026). Ketidaksinkronan antara penguasaan fisik dan pencatatan

administratif inilah yang menjadikan kawasan Bungkutoko sebagai salah



satu contoh nyata tumpang tindih kewenangan aset antara dua tingkat
pemerintahan.

Kondisi tumpang tindih penguasaan tanah di Bungkutoko juga
menjadi semakin rumit ketika dikaitkan dengan temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kendari
masih memiliki 786 bidang tanah aset yang belum didukung bukti
kepemilikan yang sah, serta adanya ketidaksesuaian antara data fisik dan
data yuridis aset. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ketertiban
penatausahaan aset tanah di Kota Kendari belum berjalan optimal dan masih
memerlukan perbaikan menyeluruh, terutama dalam sinkronisasi
pencatatan antara pusat dan daerah. Dalam kondisi seperti ini,
ketidakpastian status tanah berpotensi menghambat pembangunan,
menghambat pengembangan fasilitas pelabuhan, serta memengaruhi
penyajian laporan keuangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Oleh karena itu, kawasan Pelabuhan Bungkutoko menjadi kasus
penting untuk diteliti secara komprehensif karena mencerminkan persoalan
pengelolaan aset tanah pemerintah dimana persoalannya mengandung
tumpang tindih pencatatan, perbedaan dasar kewenangan, ketidakjelasan
status penguasaan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini
penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis status penguasaan fisik
tanah di kawasan Pelabuhan Bungkutoko, khususnya dalam kondisi
terjadinya tumpang tindih pencatatan aset oleh dua instansi pemerintah,
guna menilai keabsahan dasar penguasaan fisik serta penggunaan,
kesesuaian kewenangan, serta implikasi hukumnya terhadap kepastian

hukum dan pengelolaan aset negara dan daerah.

. Rumusan Masalah

Permasalahan yang terjadi pada kawasan Pelabuhan Bungkutoko
Kota Kendari menunjukkan adanya tumpang tindih pencatatan aset tanah
antara Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian
Perhubungan. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan dalam status

penguasaan, penggunaan, dan kewenangan pengelolaan tanah di kawasan



tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua

pertanyaan utama, yaitu:

l.

Bagaimana status penguasaan dan penggunaan tanah di kawasan
Pelabuhan Bungkutoko Kota Kendari akibat terjadinya tumpang
tindih pencatatan aset antara Pemerintah Kota dan Kementerian
Perhubungan?

Bagaimana kewenangan hukum dan tanggung jawab
administratif masing-masing pihak (Pemerintah Kota Kendari
dan Kementerian Perhubungan) terkait pengelolaan dan

pencatatan aset tanah pada kawasan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti, maka

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1.

Mengetahui status penguasaan dan penggunaan tanah di kawasan
Pelabuhan Bungkutoko Kota Kendari

Mengidentifikasi dan mengevaluasi kewenangan hukum serta
tanggung jawab administratif Pemerintah Kota Kendari dan
Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan dan pencatatan aset

tanah di kawasan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai

pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan ilmu di bidang agraria dan pertanahan, khususnya pada

status penguasaan dan penggunaan tanah, serta dinamika kewenangan

dalam pengelolaan aset pemerintah. Hasil penelitian ini juga diharapkan

dapat menambah referensi ilmiah mengenai tumpang tindih pencatatan

aset antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama pada

kawasan strategis seperti pelabuhan. Secara akademik, penelitian ini

diharapkan menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan



dengan administrasi pertanahan, integrasi data aset, serta penyelesaian
konflik kewenangan antarinstansi dalam pengelolaan tanah negara.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah Kota Kendari

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan pada
Pemerintah Kota Kendari dalam menata kembali data penguasaan dan
penggunaan tanah pada kawasan pelabuhan, serta memperkuat
akurasi pencatatan Barang Milik Daerah (BMD). Temuan penelitian
ini juga dapat menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan koordinasi
dengan instansi pusat untuk menghindari tumpang tindih pencatatan
aset di kemudian hari.

b. Bagi Kementerian Perhubungan (Pemerintah Pusat)

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu Kementerian
Perhubungan dalam memastikan kejelasan status lahan pelabuhan
yang dikelola, sebagai langkah penting dalam penyusunan dokumen
aset, pengajuan HPL, atau penyempurnaan proses pemanfaatan lahan
di kawasan pelabuhan yang berada dalam wilayah administrasi
daerah.

c. Bagi Kementerian ATR/BPN / Kantor Pertanahan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan teknis dalam
kegiatan penatausahaan data fisik dan data yuridis tanah pemerintah,
termasuk verifikasi batas bidang, pemetaan penggunaan tanah, serta
identifikasi dasar penguasaan yang perlu distandarisasi untuk

mencegah tumpang tindih pencatatan aset antarinstansi.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis

Yuridis Status Penguasaan Tanah dalam Hal Terjadi Tumpang Tindih

Pencatatan Aset Oleh Dua Instansi Pemerintah pada Kawasan Pelabuhan

Bungkutoko Kendari, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1.

Status Penguasaan dan Penggunaan Tanah pada Kawasan Pelabuhan
Bungkutoko Kendari

Status tanah pada kawasan Pelabuhan Bungkutoko berasal dari
dua sumber perolehan, yaitu tanah hasil pengadaan Pemerintah Kota
Kendari yang berstatus Barang Milik Daerah (BMD) dan tanah hasil
reklamasi Kementerian Perhubungan yang berstatus Barang Milik
Negara. Perbedaan status tersebut ditentukan berdasarkan sumber
pembiayaan dan dasar perolehannya.

Secara fisik atau operasional, seluruh kawasan dikuasai dan
digunakan oleh Kementerian Perhubungan melalui KSOP Kelas II
Kendari untuk penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan. Meskipun
demikian, status aset tetap terbagi atas tanah reklamasi seluas sekitar
44.876 m? sebagai BMN dan tanah hasil pengadaan seluas sekitar
28.400 m? sebagai BMD.

Kewenangan Hukum dan Tanggung Jawab Administratif Pemerintah
Kota Kendari dan Kementerian Perhubungan dalam Pengelolaan dan
Pencatatan Aset Tanah

Pemerintah Kota Kendari memiliki kewenangan terhadap tanah
yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan tanah menggunakan
APBD dan tercatat sebagai Barang Milik Daerah, sedangkan
Kementerian Perhubungan melalui KSOP Kelas II Kendari memiliki
kewenangan dalam pengelolaan kawasan pelabuhan serta tanggung
jawab administratif terhadap tanah hasil reklamasi yang tercatat sebagai
Barang Milik Negara. Perbedaan pencatatan aset yang terjadi bukan

disebabkan oleh perbedaan dasar perolehan, melainkan akibat adanya

77



ketidaksesuaian antara pencatatan awal dengan kondisi faktual hasil
inventarisasi.

Penyelesaian  permasalahan tersebut dilakukan melalui
koordinasi antarinstansi berupa inventarisasi bersama, penyesuaian
data, koreksi pencatatan BMN, serta pemisahan pencatatan aset agar
sesuai dengan dasar perolehannya. Dengan demikian, tanggung jawab
administratif terhadap aset tanah tetap berada pada masing-masing
instansi sesuai kedudukan asetnya, yaitu Pemerintah Kota Kendari
terhadap BMD hasil pengadaan tanah dan Kementerian Perhubungan
terhadap BMN hasil reklamasi.

B. Saran
1. Bagi Pemerintah Kota Kendari dan Kementerian Perhubungan
Pemerintah Kota Kendari dan Kementerian Perhubungan melalui
KSOP Kelas IT Kendari perlu mempertahankan koordinasi dalam
penyelesaian administrasi aset tanah pada Kawasan Pelabuhan
Bungkutoko. Penyelarasan data aset perlu dilakukan secara berkala
agar pencatatan BMN dan BMD selalu sesuai dengan kondisi faktual di
lapangan serta menghindari terjadinya permasalahan serupa pada masa
mendatang.
2. Bagi Pengelola Aset Daerah
Instansi pemerintah yang melakukan pengadaan maupun
pembangunan aset tanah perlu memastikan bahwa proses inventarisasi,
penetapan batas, serta pencatatan aset dilakukan secara menyeluruh
sejak awal perolehan. Hal tersebut penting untuk menjaga kesesuaian
antara dokumen administrasi, kondisi fisik, dan status hukum aset yang
dimiliki pemerintah.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan cakupan yang
lebih luas, khususnya mengenai aspek penyelesaian administrasi aset
pemerintah yang melibatkan lebih dari satu instansi, proses sertifikasi

aset hasil pembangunan pemerintah, maupun mekanisme penyelesaian
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apabila terdapat perbedaan pencatatan antara Barang Milik Negara dan

Barang Milik Daerah.
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